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ABSTRACT 
Divorce is lawful but hated by God, because in divorce there will be more harm 
than benefits, and as time goes by, the community's method of taking action in the 
form of divorce is easier because it can use electronic means, either direct 
telephone or message short (SMS), this action raises a question mark whether the 
divorce is legitimate delivered via electronic media. Therefore, the author compiles 
this normative research, by using a literature study it is expected to be able to 
answer the problems raised by the author regarding the validity of divorce by using 
electronic media. 
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ABSTRAK 
Perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Tuhan, sebab dalam 
perceraian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dan seiring 
perkembangan zaman, metode masyarakat dalam melakukan tindakan berupa 
perceraian bertambah mudah karena bisa menggunakan sarana elektronik, baik 
telfon secara langsung, ataupun berupa pesan singkat (SMS), tindakan ini 
menimbulkan tanda tanya apakah sah perceraian yang disampaikan melalui media 
elektronik. Oleh sebab itu Penulis menyusun penelitian normatif ini, dengan 
menggunakan studi kepustakaan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 
Penulis angkat terkait keabsahan perceraian dengan menggunakan media eletronik. 
Kata Kunci: Perceraian, Media Elektronik, Undang-Undang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam 
PENDAHULUAN 
Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun 
kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan 
terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang 
berkehormatan.2 Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan 
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berpasangan-pasangan. Namun tidak hanya manusia, tetapi binatang dan tumbuh-
tumbuhan yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna 
melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah SWT pada Surat Yasin Ayat 36 sebagai berikut: 
يِذ َّل ا ََقَ ل َخ ََجا َو أزَ ألْا ا َه َّ ل ُك ا َّم ِم َُت ِب أنُ ت َُض أرَ ألْا َأن ِم َو َأم ِه ِس ُف أن َ أ ا َّم ِم َو ََل ََنو ُم َ ل أع َ ي 
ََنا َح أب ُس   
Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 
yang tidak mereka ketahui” 
Firman Allah yang lain juga dijelaskan pada Surat Al Hujarat ayat 13 sebagai 
berikut: 
 َّنِإ ۚ ۟ا َُٰٓوفَرَاَعتِل َِلئََٰٓاَبقَو ًابُوعُش ْمُك
ََٰنَْلعَجَو ََٰىثُنأَو ٍرَكَذ ن ِ م مُك
ََٰنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلٱ اَهَُّيأَٰٓ ََٰي  َ َّللَّٱ َّنِإ ۚ ْمُك ََٰىْقَتأ ِ َّللَّٱ َدنِع ْمُكَمَرَْكأ
 ٌرِيبَخ ٌميِلَع 
Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantaraikamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 
Islam mensyariatkan pernikahan atau perkawinan  menjadikan suatu ikatan 
suami istri sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan 
terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa  tujuan utama yang baik bagi manusia. 
Sebagaimana al-Quran memberikan  istilah pertalian tersebut dengan mitsaqani 
ghalidzan (janjii yang kokoh). 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Pada dasarnya, 
kenyataan menunjukkan hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, 
kekal, dan abadi, karena terkadang suami istri mengalami kegagalan dalam 
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mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk 
diatasi dan menyebabkan terjadinya perceraian. 
Perceraian diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus 
berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh 
oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetapi 
tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.4 
Hal itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu: 
َُقَلََّطلا َىلَاَعت َِ َّاللّ َىِلإ ََلََحألاَِل َُضَغأَبأ   
Artinya: “Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian” 
Hadist lain juga diriwayatkan oleh Muslim bagi orang yang melakukan 
perceraian, yaitu: 
 ٍساَّبَع ِنْبِا ِنَعَو- اَمُهْنَع ُ ََّاَللّ َيِضَر-  َناَك ( : َلَاق ملسو هيلع الله ىلص ِ ََّاَللّ ِلُوسَر ِدْهَع َىلَع ُقَلَ َّطَلا
 َّنِإ : ِباَّطَخَْلا ُنْب ُرَمُع َلَاَقف , ٌةَدِحاَو ِثَلََّثَلا ُقَلََط , َرَمُع ِةَفَلَِخ ْنِم ِنَْيَتنَسَو , ٍرْكَب يَِبأَو ْدَق َساَّنَلا 
 ٌةَاَنأ ِهِيف ْمَُهل ْتَناَك ٍرَْمأ يِف اُولَجَْعتْسِاٌ ْمِهَْيلَع ُهاَضَْمَأف ? ْمِهْيَلَع ُهَانْيَضَْمأ َْوَلف ,   
Artinya: “Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada masa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar 
talak tiga kali itu dianggap satu. Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang 
tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka harus bersabar. Seandainya 
kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku 
atas mereka.” 
Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami, 
dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati 
lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau 
bertahan hidup bersuami istri. Karena suami memiliki hak talak yakni memiliki hak 
untuk mentalak istrinya sampai tiga kali. Namun demikian hak itu tidak dapat 
dipergunakan oleh suami dengan sewenang-wenang.  
Perceraian ini dilakukan karena beberapa alasan yaitu: 
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1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat dan penjudi dan 
lain sebagainya dan sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di 
luar kemauannya.  
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka 
kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi 
menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.5 
Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa 
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Seiring 
berkembangnya teknologi, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan 
tindakan perceraian. Salah satunya yang dikenal dengan cerai melalui surat atau 
tulisan, maka sekarang dapat dilakukan dengan mudah mengirimkan pesan jarak 
jauh menggunakan media eletronik terutama handphone. Sehingga hal itu 
mengundang pro dan kontra dalam keabsahan jatuhnya cerai bagi kalangan para 
ulama di Indonesia. 
Di Indonesia pernah terjadi seorang Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah 
dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany ictora. Namun, setelah 
pernikahan mereka berjalan 4 hari Aceng Fikri menceraikan istrinya melalui pesan 
singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada istrinya, dengan menyertakan 
sejumlah alas an diantaranya karena si istri sudah tidak perawan. Kemudian,  kasus 
pada Ustadz Aswan Faisal juga menceraikan istrinya Rima melalui pesan singkat, 
setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Dan setelah sah menjadi 
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suami istri, si istri tidak pernah merasakan janji manis Ustadz Aswan yang sudah 
dikatakan sebelum menikahi untuk berbuat adil kepadanya.6  
Moqsithi Ghazali dari The Wahid Institute, beliau mengatakan bahwa 
perceraian melalui pesan singkat tidak hanya di dasarkan pada sah atau tidaknya 
hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma’ruf dalam mengakhiri  
hubungan yang selama ini terjalin  di antara suami isteri. Maka berdasarkan latar 
belakang di atas, penulisi ngin mengangkat judul tentang Keabsahan Perceraian 
Melalui Media Elektronik Menurut Perspektif Undang-Undang perkawinan 
dan Hukum Islam. Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bab-bab 
selanjutnya. 
Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibedakan dengan skripsi 
ini adalah: Pertama, terkait faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian 
melalui media elektronik. Kedua, terkait dampak perceraian melalui media 
elektronik terhadap berbagai pihak. Ketiga perspektif undang-undang perkawinan 
dan hukum Islam terhadap keabsahan perceraian melalui media elektronik. Adapun 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian melalui media elektronik; 
Untuk mengetahui dampak perceraian melalui media elektronik terhadap berbagai 
pihak; Untuk mengetahui perspektif hokum Islam terhadap keabsahan perceraian 
melalui media elektronik. 
Berdаsаrkаn ruаng lingkup dаn indentifikаsi mаsаlаh yаng telаh diurаikаn, 
mаkа metode pendekаtаn yаng diаmbil iаlаh metode hokum normаtif. Penelitiаn 
hokum normаtif аdаlаh suаtu proses untuk menemukаn suаtu аturаn hukum, 
prinsip-prinsip hukum, mаupun doktrin-doktrin hukum gunа menjаwаb isu hokum 
yаng dihаdаpi.7 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang 
merupakan metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research) dengan 
nama lain penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum doktriner dilakukan atau 
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ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang 
lain.8   
PEMBAHASAN 
Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Perceraian Melalui Media 
Elektronik 
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan perkawinan ini dalam islam sangat 
sakral walaupun pada kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan suami istri 
tersebut. Perkawinan dapat putus karena: 
a) Kematian 
b) Perceraian 
c) Keputusan Pengadilan.9 
Perceraian dalam hubungan pernikahan/rumah tangga, merupakan perkara 
halal akan tetapi dibenci oleh Tuhan, sebagaimana Penulis uraikan dalam latar 
belakang skripsi ini. Perceraian yang Penulis maksud disini terdapat dua prespektif 
yakni, pertama, perceraian adalah jatuhnya talak seorang suami kepada istrinya, 
dan ikrar talak suami di pengadilan dalam suatu majelis sidang perceraian. 
Sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang 
perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak. Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami istri saat 
ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih seleksi dan instrospeksi diri 
dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang 
bahagia. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
selanjutnya disebut UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
Disini bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan diluar hukum 
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masing agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
1945. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian 
adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi agama 
selain Islam di Pengadilan Negeri. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke 
pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang. 
Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan 
memutus perkara tentang perceraian bagi mereka yang beragama Islam dan bagi 
yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri. Untuk dapat mengajukan 
gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan 
dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan 
gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan 
dipertegas lagi di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 
yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: 
1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa 
ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya; 
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 
sebagainya yang sukar disembuhkan; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. 
Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri, hal ini juga bisa 
dipertegas sebagai terjadinya faktor yang dapat menyebabkan peceraian yakni: 
Pertama, Wajib apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada 
jalan yang dapat ditempuh jalur persidangan di Pengadilan. Dan jika dalam proses 
sidang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka 
saat itulah cerai terjadi. Kedua, cerai menjadi makruh apabila perceraian antara 
suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian 
dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia. Ketiga, dapat 
menjadi mubah bila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, 
seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga 




suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah. Keempat, Sunnah, 
apabila perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah 
SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah 
tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya. 
Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat 
mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak 
salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan 
mengembalikan maharnya untuk bercerai. 
Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian 
senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Perceraian dalam istilah ahli Figh disebut 
“Talak” atau “Furqah”.10 Atau dapat juga di katakan bahwa Talaq memiliki 
pengertian dari kata “ithlaq”  yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau 
meninggalkan”. Dalam istilah Agama “thalaq” artinya melepaskan ikatan 
perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. 
Dalam menjatuhkan cerai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi 
agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighat 
talaq, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighat 
sharih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighat sharih 
maka perceraian akan jatuh walau tanpa disertai niat, berbeda dengan penjatuhan 
talaq dengan sighat kinayah yang diperlukan niat agar talaq bisa jatuh.11  
Seiring dengan perkembangan media komunikasi saat ini, hubungan antar 
sesama manusiapun mengalami pergeseran dan perubahan. Kalau dahulu 
melakukan percakapan melalui dunia maya masih berupa khayalan, maka sekarang 
sebagian percakapan bahkan transaksi akad dan yang lainnya dapat terselesaikan 
hanya dengan memencet tombol-tombol yang ada di alat komunikasi modern 
seperti telepon genggam (HP), komputer, tablet dan alat sejenis lainnya  dengan 
memanfaatkan beragam aplikasi yang ada di dalamnya. 
Era digitalirizem saat ini yang dimana perkembangan teknologi semakin 
meningkat, banyak sarana yang dapat digunakan oleh manusia dalam 
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berkomunikasi, misalnya melaui HP, internet, telegram, whatsapp, facebook dan 
lain sebagainya.12 
Media komunikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai keperluan 
sebagai alat pendukung sarana komunikasi manusia baik untuk berkomunikasi 
dengan teman, partner kerja, bisnis, maupun berkomunikasi dengan suami atau istri. 
Bahkan dengan media tersebut pun dapat digunakan oleh seorang untuk 
mengutarakan perasaan hati berupa bahagia, sedih, ataupun ungkapan tidak senang 
untuk mengakhiri sebuah perikatan perkawinan. 
Menurut Penulis himpun dari berbagai literatur baik buku maupun media 
elektronik Internet banyak mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya 
perceraian secara umum, sebab tidak dijelaskan secara khusus terkait fenomena 
perceraian dengan media elektronik, sebab elektronik sendiri hanya sebagai 
perantara menyampaikan maksud yang hendak disampaikan, dalam hal ini adalah 
kalimat cerai yang seharusnya dan umumnya disampaikan secara lisan face to face 
dengan media elektronik ini bisa melalui percakapan telephone ataupun pesan 
singkat. 
Dampak Perceraian Melalui Media Elektronik Terhadap Berbagai Pihak 
Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri 
dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi 
yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta 
kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas 
isteri mendapat gelar sebagai janda.13 Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah 
masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. 
Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah 
tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. 
Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga 
disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-
gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ 
 
12 Mohammad Zamroni, 2009, Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap 
Kehidupan, Jurnal Dakwah, Vol. X, No. 2, Desember 2009, h. 197. 
13 Gunawan, 2014, Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, 
Naskah Publikasi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, h. 6 




kedua-duanya harta yang diperolehsecara bersama sama dalam suatu perkawinan. 
Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh 
untuk bekas guna untuk mengetahui apakah sianak sudah rasyid atau belum 
biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya 
sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah 
mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban 
atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya 
kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk 
hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak 
bertanggung jawab. 
Menurut hemat Penulis dampak yang timbul dari perceraikan terhadap para 
pelakunya tidak begitu besar akan tetap beda halnya dampak yang dapat ditimbukan 
kepada anak. 
Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-
anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, 
mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan Iain-Iain.14 Jika dalam suatu 
keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat 
kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya 
baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung 
dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya 
dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih.15 Akan tetapi, kasih 
sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan 
memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan 
kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang 
tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak.16 
Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu 
merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. 










reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuh terhadap dunia 
luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan 
mencari kesenangan hidup yang imaginer di tempat-tempat lain. Dia mulai 
berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya. 
Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Terhadap 
Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik 
Di era modern ini yang dimana perkembangan teknologi yang semakin maju, 
ungkapan talaq yang dilakukan suami terhadap istri tidak hanya dengan ucapan 
saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi dimasyarakat yaitu talaq 
melalui media elektronik (SMS), yang dimana kejadian tersebut memunculkan 
fenomena baru yang membawa persoalan tentang keabsahan perceraian melalui 
media elektronik (SMS) dalam prespektif hukum perkawinan dan juga kompilasi 
hukum islam. 
Para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. 
Ada dua kubu utama. Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh 
dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Pendapat ini merupakan opsi mazhab 
zhahiri dan sebagian kecil ulama.  Ibnu hazm mengatakan, thalak yang dijatuhkan 
suami secara tertulis tak berimpliksi hukum apapun. Ini karena bentuk 
pengungkapan cerai dalam al-Qur’an harus dengan cara lisan, bukan dengan 
tulisan.17 
Berkaitan masalah ini, maka mayoritas ulama berpendapat jika ia menuliskan 
lafadz talak/cerai baik secara sharih (jelas), seperti seorang suami mengirimkan 
SMS kepada istrinya: “Saya menceraikan/mentalak kamu” ataupun dengan kinayah 
(kata samaran) seperti: “Saya telah melepaskanmu”, maka jika disertai dengan niat 
(menjatuhkan talak kepada istrinya) maka talak tesebut dikategorikan sebagai talak 
yang sah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kedudukan tulisan yang terdiri 
dari huruf-huruf yang difahami bentuk dan maknanya sama dengan kedudukan 








Perceraian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif UUP Dan KHI 
Berdasarkan dari penjelasan tentang ketentuan perceraian seperti yang 
dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat 
diambil kesimpulan bahwa perceraian dapat putus karena tiga sebab, yaitu:  
kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan tentang penjatuhan talaq 
dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti 
harus adanya permohonan dan dilakukan didepan sidang pengadilan dengan 
kejelasan dan alasan-alasan. 
Berdasarkan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 65 
Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa:18 
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua  belah pihak”. 
Ketentuan Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan 
dan sah menurut hukum apabila dilakukan melalui proses sidang pengadilan dan 
mempunyai alasan-alasan yang kuat agar terjadi perceraian. 
Kemudian pada Pasal 117 KHI menyatakan bahwa: “Talaq adalah ikrar suami 
dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.19 
Sedangkan dalam pasal 129, 130, dan 130 Kompilasi Hukum Islam menyatakan 
sebagai berikut: KHI pasal 129: “Seorang suami yang menjatuhkan talaq kepada 
istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan 
yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar 
diadakan sidang  untuk keperluan itu”.20 Selanjutya KHI pasal 130: “Pengadilan 
Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap 
keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum dan kasasi”.  
Berdasarkan dari penjelasan tentang ketentuan perceraian seperti yang 
dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat 
 
18 Suparman Usman, 2001, Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam 
Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 246. 
19 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 
117. 
20 Pengajuan permohonan perceraian melalui pengadilan tempau istri tinggal di wilayah hukum 
tertentu sesuai dengan domisilinya di wilayah hukum republik Indonesia, dikutip dalam Mardani, 
Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia), h. 162-163. 





diambil kesimpulan bahwa perceraian dapat putus karena tiga sebab, yaitu:  
kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan tentang penjatuhan talaq 
dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti 
harus adanya permohonan dan dilakukan didepan sidang pengadilan dengan 
kejelasan dan alasan-alasan. 
Putusnya perkawinan akibat kematian adalah jika salah satu pihak baik suami 
atau istri meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan akibat perceraian, 
Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, 
terperinci, dan sangat jelas. Dalam UndangUndang Perkawinan perceraian dibagi 
menjadi dua, yaitu: cerai talaq dan gugat cerai. Cerai talaq adalah cerai khusus bagi 
seorang suami yang dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk memperoleh izin menjatuhkan talaq kepada istrinya. Dan gugat 
cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan 
sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Adapun 
putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika salah satu pihak 
pergi tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.21 Penegakan hukum pada dasarnya 
mengacu pada kepastian hukum di mana anggota masyarakat diberikan layanan 
hukum yang baik pada saat mereka membutuhkannya.22 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak; 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri 
itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; 
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.23 
 
21 Lili Rasjidi, 1982, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan indonesia, Bandung: 
Alumni, h. 291. 
22 Moh. Muhibbin, 2011, Penegakan Hukum Sebagai Wujud Pelayanan Pencarian Keadilan, Jurnal 
Adil Jurnal Hukum, Jil. 2 
23 Amir Syarifudin, 2014, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, Cet V, 2014, 
h.. 227. 




Islam sebagai agama yang komprehensif (din samil kamil) tidak mungkin 
melewatkan masalah Negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya. 
Kendati tidak dalam konsep utuh, namun dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-
prinsip dasar (mabadi asasiyah) Islam telah memberikan panduan yang cukup bagi 
umatnya.24 
Selanjutnya mengenai penjatuhan talaq melalui media elektronik (SMS) 
dapat dipahami tentang keabsahanya melalui Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang 
menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses sidang 
pengadilan dan dilakukan didepan sidang pengadilan.  
Berdasarkan ketentuan diatas, maka perceraian melalui media elektronik 
(SMS) dalam hukum positif adalah tidak sah, karena perceraian melalui media 
elektronik (SMS) dilakukan diluar sidang pengadilan dan tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Perceraian Melalui Media 
Elektronik. 
Faktor penyebab banyaknya perceraian antara lain adalah makin intensnya 
seseorang atau masyarakat pada umumnya menggunakan media elektronik 
atau media sosial delam kehidupan sehari-hari, keberadaan media elektronik 
menyebabkan komunkasi lebih mudah dan juga efesien dalam waktu dan 
tenaga, dalam hal perceraian media elektronik seringkali digunakan sebagai 
alat untuk memutuskan tali pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dari 
hasil penelitian penulis dan pembahasan yang Penulis lakukan pada bab 
sebelumnya, faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian 
melalui media elektronik adalah karena lebih mudah dalam mengucapkan, 
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yaitu dengan melalui media yang dimaksud tersebut. Faktor zaman serta 
kecanggihan teknologi juga menjadi pengaruh terhadap keputusan seseorang 
melakukan perceraian hanya dengan media elektronik. 
2. Dampak Perceraian Melalui Media Elektronik Terhadap Berbagai Pihak 
Dari penelitian yang menulis lakukan terkait dampai perceraian melalui 
media elektronik adalah sebagai berikut: dampak perceraian melalui media 
elektronik sama halnya dengan dampak yang ditimbulkan dengan perceraian 
pada umumnya, akan tetapi komunikasi pasif yang dihadirkan oleh media 
elektronik juga berpengaruh terhadap para pihak yakni perempuan maupun 
laki-laki, khususnya dampak sosial yang dimbulkan sebab pernikahan yang 
sejatinya dilakukan dengan berhadapan langsung dengan wali nikah keluarga 
dan semacamnya diakhiri hanya dengan melalui kalimat chatting maupun 
lewat telephone, hal tersebut tentu berdampak buruk atas hubungan antar 
keluarga tersebut, dan dampak lain yang tak kalah besar dapat ditimbulkan 
adalah dampak perceraian yang akan dialami oleh anak, sebab korban yang 
utama dari perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah 
memiliki anak dalam pernikahannya adalah si buah hati yang akan terganggu 
aktifitas soasial dan juga secara psikologis juga berdampak dalam 
pertumbuhannya baik mental ataupun spiritual dan lainnya. 
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Keabsahan Perceraian Melalui Media 
Elektronik 
Dalam prespektif hukum islam disebutkan bahwa seseorang yang 
menjatuhkan atau mengucapkan kalimat talaq kepada istrinya maka jatuhlah 
talaq tersebut sepanjang dilakukan dengan keadaan sadar. Jadi dalam 
prespektif hukum islam menjatuhkan talak melalui media elektronik yang 
mana memang diiringi oleh niat dan sadar ingin menjatuhkan talak maka sah 
talak tersebut kepada istrinya, sedangkan dalam prespektif hukum positif baik 
Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak sah 
selama perceraian tersebut tidak dilakukan di pengadilan, jadi suami istri yang 
bercerai secara elektronik tidak sah cerainya karena tidak dilakukan di depan 
persidangan pengadilan Agama. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 39 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Perceraian hanya dapat 




dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana 
juga ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan 
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak” jadi perceraian melalui media elektronik sah secara hukum 
agama, tapi tidak sah secara hukum positif Indonesia. 
Sedangkan rekomendasi/saran yang dapat Penulis sampaikan adalah: 
1. Pemerintah  
Rekomendasi yang dapat Penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah 
kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, 
karena salah satu faktor banyaknya perceraian adalah permasalahan 
ekenomi atau kesejahteraan yang tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu 
pemerintah hendaknya mampu memberikan kesejahteraan kepada 
rakyatnya sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menyelesaikan 
kesejateraan masing-masing rumah tangga. 
2. Penegak Hukum 
Untuk penegak hukum dalam hal ini yang bewenang adalah Pengadilan 
agama yang khusus menangani maslaha perceraian, agar lebih 
memperhatikan masalah-masalah yang diuraikan dalam gugatan atau 
permohonan talaq  yang masuk ke Pengadilan Agama, sebab dari alasan 
tersbeut perlu di kaji dan renungi apakah masih bisa dipertahankannya 
sebuah pernikahan, apalagi khususnya di Malang Raya yang angka 
perceraiannya tertinggi kedua di Indonesia, maka perlu hakim dan penegak 
hukum yang mampuni untuk memutus perkara peceraian yang semakin 
kompleks.  
3. Masyarakat 
Rekomendasi/saran yang dapat penulis sampaikan adalah perceraikan 
dapat berakibat fatal bagi kedua belah pihak dan juga anak, apalagi yang 
dilakukan dengan dengan media elektronik, kesan yang dapat ditimbulkan 
adalah kurang sopan dan kurang menghargai pernikahan itu sendiri, sebab 
tujuan pernikahan yang tak tercapai ditambah dengan noda pemutusan tali 





penikahan yang melalui media elektronik. Maka sebaiknya permasalahan 
keluarga harus pula dilaksanakan rembuk rukun antara kedua belah pihak 
agar tercipta cita-cita mulia sakinah, mawaddah, wa rahmah. 
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